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Abstract

This paper focuses on the issue of Quranic discourse process in West
Java. An important issue related to the efforts of local governments in
gaining the support of Muslims through the power of knowledge and
hegemony of the scriptural tradition. The power is organized, established
and manifested through the knowledge and discourse of the Qur'an that
is regulated officially. Through the analysis of hegemony and discursive
structures, the study shows that local governments are very interested in
controlling and domesticating the interests of Muslims from political
forces into the cultural sphere. The local governments are always
involved in the process of domestification, as evidenced in strengthening
the literacy tradition and facilitating the festival of the Qur'an through the
competition and institutional formation. The research confirms that the
Qur'an discourse program is part of religious politicization to mark the
Islam and Muslim who supports the regime of the ruling local
governments.
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Abstrak

Artikel ini memfokuskan pada masalah proses pewacanaan al-Quran di
Jawa Barat. Sebuah isu penting terkait upaya pemerintah daerah dalam
meraih dukungan umat Islam melalui kuasa pengetahuan dan hegemoni
tradisi kitab suci. Kuasa disusun, dimapankan dan diwujudkan lewat
pengetahuan dan wacana al-Qur’an yang diregulasikan dan diresmikan.
Melalui analisis hegemoni dan struktur diskursif, studi ini menunjukkan
bahwa pemerintahdaerah sangat berkepentingan mengendalikan dan
mendomestikasi kepentingan umat Islam dari kekuatan politik ke dalam
ruang budaya. Pemerintah daerah selalu terlibat dalam proses
domestifikasi tersebut, seperti tampak dalam penguatan tradisi literasi
hingga memfasilitasi festivalisasi al-Qur'an melalui perlombaan dan
pembentukan kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa program
pewacanaan al-Quran tersebut merupakan bagian dari politisasi
keagamaan untuk menandai Islam dan kaum Muslim yang mendukung
rezim pemerintah daerah yang berkuasa.

Keywords: al-Qur’an, discourse, local goverments, politics.

A. Introduction

Dalam tradisi Islam, otoritas agama dan politik kekuasaan sejak
lama hampir selalu berjalan beriringan.! Karenanya, alih-alih mengabaikan
begitu saja peranan otoritas Islam, penguasa justru menjadikannya sebagai
elemen penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Di Indonesia,
pemerintah sejak lama mengakui posisi otoritas Islam itu dalam kehidupan
bernegara seperti tampak pada pembentukan berbagai lembaga keagamaan
Islam. Di sini, wacana keislaman disosialisasikan melalui program resmi
pemerintah. Salah satu program resmi pewacanaan ajaran Islam itu
misalnya, cenderung berporos pada pewacanaan al-Qur'an sebagai
representasi utama dalam mewadahi kepentingan umat Islam. Ini tercermin
dalam berbagai program dan lembaga seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an
(MTQ), Seleksi Tilawatil Quran (STQ), Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur'an (LPTQ), Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an (LPMQ),
proyekterjemah dan tafsir al-Qur’an, Rumah Tahfizh, dan lainnya.

Pewacanaan al-Qur’an tersebut mencerminkan apa yang disebut
para sarjana sebagai bentuk akomodasi negara atas kepentingan mayoritas

'Moch. Nur Ichwan, “Ulama, State and Politics: MUTI after Soeharto,” Islamic Law
and Society, Vol. 12, No. 1,2003, h. 45-46.
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warganya, khususnya kelompok santri. Pemerintah berusaha “menekan”
dengan mendomestikasi kepentingan skisme politik santri.> Di sini,
pemerintah berusaha mendorong agama lebih mengambil peran dalam
wilayah sosial-budaya, sehingga menggeser posisi Islam yang semula sebagai
kekuatan politik menjadi kekuatan budaya.’ Sarjana lain memandang
pewacanaan Islam tersebut sebagai bentuk relasi patron-klien pemerintah
atas otoritas agama. Negara berusaha menggunakan patronase keagamaan
secara luas untuk menjamin loyalitas bawahannya beriringan dengan
kekuatan koersifnya yang kuat.* Sebuah campuran bentuk represi dan
toleransi, koersi dan kooperasi yang digunakan oleh rezim untuk
mengontrol berbagai bentuk perbedaan.’

Namun, analisis para sarjana tersebut belum mengungkap sisi lain
dari pewacanaan al-Qur’an itu dilihat dari kekuatan hegemoni dan kuasa
pengetahuan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan Islam dan
kaum Muslim di ruang publik. Ini ditandai oleh simbol-simbol Islam yang
lebih mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari.® Sebuah wacana Islam
publik yang dibentuk melalui pengetahuan yang diproduksi oleh kekuasaan.

Kajian ini memfokuskan pada proses hegemoni dan kuasa
pengetahuan pemerintah tersebut melalui pewacanaan al-Qur’an di Jawa
Barat. Sebuah propinsi yang tak jauh dari Jakarta dengan beberapa
wilayahnya menjadi satelit bagi ibu kota negara itu dan termasuk paling
banyak penduduk Muslimnya. Melalui analisis hegemoni dan struktur
diskursif, studi ini berusaha mengungkap faktor kuasa 3 dalam menyusun,
memapankan dan mewujudkan hegemoninya melalui pengetahuan dan
wacana al-Qur’an yang diregulasikan dan diresmikan di ruang publik. Para

*Bahtiar Effendy, Islam and the State in Indonesia, Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies (ISEAS), 2003, h. 3; Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi
Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Democracy Project, Yayasan Abad
Demokrasi, 2014, h. 25-50;

*Robert W. Hefner, “Islamizing Java? Religion and Politics in Rural East Java,” The
Journal of Asian Studies, Vol. 46, No. 3, 1987, h. 29.

* Jamie Mackie, “Patrimonialism: The New Order and Beyond,” dalam Edward
Aspinall and Greg Fealy ed., Soeharto’s New Order and its Legacy, The Australian National
University, 2010, h. 82.

SEdward Aspinall, Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime
Change in Indonesia, Stranford California: Stanford University Press, 2005, h. 2.

Sumanto A. Qurtuby, ‘Public Islam in Southeast Asia: Late Modernity, Resurgent
Religion, and Muslim Politics’. Studia Islamika, 20(3), 2013: 399-442.
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sarjana kritis menyebutnya sebagai bentuk kerja kuasa yang beroperasi tanpa
melalui penindasan dan represi, tetapi ada pada normalisasi dan regulasi.”
Sebuah bentuk hegemoni budaya sebagai alat yang tanpa paksaan untuk
memelihara dominasi penguasa dalam masyarakat.® Kuasa pengetahuan dan
hegemoni budaya tersebut misalnya, tampak pada besarnya kepentingan
pemerintah dalam proses penguatan tradisi literasi hingga memfasilitasi
festivalisasi al-Qur’an melalui perlombaan dan pembentukan kelembagaan.
Sebuah upaya politisasi keagamaan dalam rangka menarik dukungan Islam
dan kaum Muslim terhadap rezim pemerintah daerah yang berkuasa. Bisa
dipahami bila berkat kendali wacana tersebut misalnya, mudah bagi
pemerintah Jawa Barat yang berbeda haluan politik nasional dalam konteks
pilkada untuk kemudian melakukan politisasi dan mendorong gerakan
populisme di daerah-daerah yang menjadi satelit ibu kota terkait isu politik
nasional yang melibatkan al-Qur’an jelang pilkada.

B. Hegemoni Negara dan Pelembagaan Keagamaan di Indonesia

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Jumlahnya
sekitar 87.51 persen dari jumlah total penduduk pada sensus tahun 1971 dan
meningkat sedikit menjadi 88.22 persen pada tahun 2000.° Posisinya sebagai
mayoritas menjadi salah satu faktor yang membuat kaum Muslim cenderung
mendominasi wacana keagamaan di Indonesia, salah satunya melalui
program pelembagaan Islam yang diresmikan oleh pemerintah.

Pelembagaan keagamaan Islam di berbagai periode pemerintahan
tidaklah monolitik. Ia berubah seiring dengan perubahan dinamika
pemerintahan dan politik Islam. Di era Soekarno, pendirian Departemen
Agama misalnya, tidak bisa dilepaskan dari proses eksperimen demokrasi
melalui ideologi Nasakom (nasionalisme, agama dan komunisme). Agama
dipandang sebagai unsur mutlak dalam pembangunan bangsa. Soekarno

"Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS,
2001), h. 66-67; Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan S
heridan (trans.), New York: Vintage, 1979, h. 194.

*Joseph Francese, ed., Perspectives on Gramsci, Politics, Culture and Social Theory
(New York: Routledge, 2009), h. 1.

°Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin dan Aris Ananta, Indonesia's Population:
Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2003), h. 104.
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mendukung gagasan “api Islam” dalam melawan apa yang disebutnya
sebagai Nekolim (neo-kolonialisme dan imperialisme)."°

Di era orde Baru (1966-1998), posisi kaum Muslim sebagai
mayoritas cenderung dikooptasi negara. Pemerintah saat itu menggunakan
slogan ‘Tslam pembangunan sebagai Islam negara.!" Soeharto
mengembangkan ideologi pembangunan dan pancasila sebagai asas tunggal.
Islam diletakkan dalam kerangka pembangunan. Pelembagaan keagamaan
dalam kerangka Islam pembangunan merupakan pemahaman dan praktik
Islam yang dibangun dan di fungsionalisasikan ke dalam sebuah lembaga
yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Lembaga seperti
Departemen Agama (Depag), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Institut
Agama Islam Negeri (IAIN), LPTQ, Bank Muamalat Indonesia (BMI),
Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(IPHI), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan lainnya
diwarnai oleh aspek ideologi pembangunan. Pelembagaan keagamaan Islam
kiranya bisa didefinisikan sebagai sejenis lembaga Islam yang dibentuk dan
atau dipromosikan oleh negara melalui kepentingan dan agenda
pembangunan. Bruinessen menyebut pelembagaan tersebut sebagai bagian
dari politisasi Islam oleh rezim Soeharto atau dalam bahasa Hefner disebut
sebagai “Islam regim” untuk menandai Islam yang mendukung regim negara
yang ada. Bahkan ia tidak saja terjadi dalam satu regim, tetapi pelembagaan
tersebut berlaku dari satu regim dan berlanjut ke regim berikutnya.'

Pada era pasca reformasi 1998, berbagai ekspresi gerakan Islam
muncul sebagai respons terhadap tumbangnya rezim Orde Baru. Islam
pembangunan berubah ke arah Islam yang jauh lebih ekspresif. Islam
semakin menunjukkan vitalitasnya sebagai sistem simbolik dan identitas

'“B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, Leiden: KITLV, 1971, h.
126; M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c. 1200, (London: Palgrave,
2001), h. 289.

"Moch. Nur Ichwan, “Official Reform of Islam: State Islam and The Ministry of
Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004” Diss, Tilburg University, 2006, h.
3.

Martin van Bruinessen, 'Islamic State or State Islam’ Fifty Years of State-Islam
Relations in Indonesia’, dalam Ingrid Wessel (ed.), Indonesien am Ende des 20.
Jahrhunderts (Hamburg: Abera-Verlag, 1996), h. 19-34; Robert W. Hefner, Civil Islam:
Muslim and Democratization in Indonesia (Princeton and Oxford: Princeton University
Press, 2000), h. 19.
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kolektif yang membentuk dinamika sosial dan politik masyarakat.'?
Kesadaran keagamaan Muslim Indonesia untuk hidup sesuai dengan nilai
dan norma Islam semakin tumbuh. Ini ditandai dengan meningkatnya
mobilisasi vertikal kaum santri yang sebelumnya dimarginalisasi. Islam kini

al
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